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 Abstract. This article aims to examine the relationship between regional tax 

management, good governance implementation, and taxpayer compliance levels, 

as influenced by nationalism. The study employed a literature study method, with 

data sources consisting of accredited journal articles, academic books, laws and 

regulations, and official government reports relevant to the research topic. The 

literature was selected based on its thematic relevance, source credibility, and 
publication recency. The data were analyzed using content analysis techniques 

through the stages of identification, classification, evaluation, and synthesis of 

findings to uncover the relationship between tax management, governance, and 

taxpayer compliance. The study's results indicate that the quality of public services 

and the application of good governance principles, such as transparency, 

accountability, and service effectiveness, play a significant role in increasing public 

trust in the government. This trust has a positive impact on taxpayer compliance. 

Furthermore, the study found that understanding the benefits of taxes is insufficient 

to encourage sustainable compliance without the internalization of nationalism. 

Nationalism serves as a driving factor for voluntary compliance because it fosters 

awareness that paying taxes is a form of contribution to national development. 
Therefore, the synergy between good governance, proportional regulations, and 

nationalism is key to improving sustainable tax compliance. 
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Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pengelolaan pajak 

daerah, implementasi good governance, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang 

dipengaruhi oleh faktor nasionalisme. Penelitian menggunakan metode studi 

literatur dengan sumber data berupa artikel jurnal terakreditasi, buku akademik, 

peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi pemerintah yang relevan dengan 

topik penelitian. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas sumber, 
dan keterbaruan publikasi. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis 

melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, evaluasi, dan sintesis temuan untuk 

mengungkap hubungan antara pengelolaan pajak, tata kelola pemerintahan, dan 

kepatuhan wajib pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik 

dan penerapan prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan 

efektivitas pelayanan, berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan tersebut berdampak positif pada 

kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kajian menemukan bahwa pemahaman mengenai 

manfaat pajak belum cukup untuk mendorong kepatuhan secara berkelanjutan 

tanpa didukung internalisasi nilai nasionalisme. Nasionalisme berfungsi sebagai 

faktor pendorong kepatuhan sukarela karena menumbuhkan kesadaran bahwa 
pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan bangsa. 

Dengan demikian, sinergi antara tata kelola yang baik, regulasi yang proporsional, 

dan nasionalisme menjadi kunci peningkatan kepatuhan perpajakan yang 

berkelanjutan.  
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PENDAHULUAN 

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang berperan penting dalam 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Melalui penerimaan 

pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas publik seperti infrastruktur jalan, 

jembatan, sarana pendidikan, layanan kesehatan, serta program kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam 

mengelola penerimaan pajak secara efektif dan berkelanjutan (Mardiasmo, 2023). 

Dalam era otonomi daerah, pajak daerah menjadi salah satu komponen penting Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di 

tingkat lokal. Tingginya penerimaan pajak daerah mencerminkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai kebutuhan masyarakat secara mandiri tanpa ketergantungan yang 

berlebihan pada pemerintah pusat (Darwin, 2021). Namun demikian, berbagai daerah di 

Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan 

kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan 

pemerintah daerah. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak 

daerah. Menurut Kirchler et al. (2008), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah, kualitas pelayanan publik, serta persepsi mengenai manfaat 

pajak yang dibayarkan. Penelitian Susanto dan Handayani (2022) juga menunjukkan bahwa 

transparansi pengelolaan pajak dan implementasi prinsip good governance berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, masyarakat cenderung lebih patuh 

membayar pajak apabila merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan melalui 

pelayanan publik yang berkualitas. 

Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia memiliki kebutuhan 

pembangunan dan pelayanan publik yang sangat tinggi. Pertumbuhan jumlah penduduk, 

perkembangan kawasan permukiman, serta peningkatan aktivitas ekonomi menuntut 

tersedianya infrastruktur dan layanan publik yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan 

pemerintah daerah membutuhkan sumber pendanaan yang besar, salah satunya melalui 

penerimaan pajak daerah. Namun, peningkatan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada 

regulasi perpajakan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah daerah. 

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas kepatuhan wajib pajak dari aspek 

pelayanan pajak, sanksi perpajakan, atau kualitas sistem administrasi. Namun, kajian yang 

mengintegrasikan pengelolaan pajak daerah, implementasi good governance, dan faktor 
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nasionalisme sebagai pendorong kepatuhan wajib pajak masih relatif terbatas. Padahal, 

nasionalisme dapat menjadi faktor psikologis yang mendorong kesadaran masyarakat untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah dan 

negara. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mampu 

menjelaskan hubungan antara aspek tata kelola pemerintahan, pengelolaan pajak daerah, dan 

nilai-nilai kebangsaan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara 

pengelolaan pajak daerah, implementasi good governance, dan tingkat kepatuhan wajib pajak 

yang dipengaruhi oleh faktor nasionalisme. Kajian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong kepatuhan 

perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan pajak 

daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) yang bertujuan untuk 

mengkaji hubungan antara pengelolaan pajak daerah, implementasi good governance, 

nasionalisme, dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. 

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional, 

buku akademik, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta publikasi resmi 

yang berkaitan dengan perpajakan daerah, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan 

kepatuhan wajib pajak. 

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Garuda, SINTA, dan 

ScienceDirect dengan menggunakan kata kunci pajak daerah, good governance, tax 

compliance, taxpayer compliance, nasionalisme, pelayanan publik, dan kepatuhan wajib 

pajak. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) relevan dengan 

fokus penelitian; (2) berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara akademik; (3) dipublikasikan dalam rentang sepuluh tahun terakhir untuk memperoleh 

informasi yang mutakhir; dan (4) memuat temuan empiris atau kajian konseptual yang 

mendukung pembahasan penelitian. 

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). 

Tahapan analisis meliputi identifikasi literatur, seleksi dan klasifikasi sumber berdasarkan tema 

penelitian, reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, sintesis hasil kajian, serta 

penarikan kesimpulan. Melalui proses tersebut, berbagai temuan dari literatur yang berbeda 

dibandingkan dan diintegrasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai 
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faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya peran pengelolaan pajak 

daerah, implementasi good governance, dan nilai nasionalisme dalam meningkatkan kesadaran 

perpajakan masyarakat. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak daerah merupakan salah satu 

indikator penting dalam implementasi good governance yang berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, dan mudah diakses 

mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Temuan ini 

sejalan dengan penelitian Susanto dan Handayani (2022) yang menyatakan bahwa penerapan 

prinsip good governance berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena 

masyarakat lebih bersedia memenuhi kewajibannya ketika merasakan adanya pelayanan yang 

adil dan profesional. Dengan demikian, pelayanan pajak tidak hanya berfungsi sebagai 

instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana membangun legitimasi pemerintah di mata 

masyarakat. 

Kajian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik antara Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) yang menggunakan prinsip negative list dan pajak daerah yang menggunakan 

prinsip positive list memiliki implikasi terhadap pengelolaan penerimaan negara dan daerah. 

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memungut jenis pajak tertentu 

menjadi instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, 

efektivitas pemungutan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh regulasi, melainkan juga oleh 

kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pajak secara transparan dan 

mengalokasikannya untuk kebutuhan publik. Apabila masyarakat dapat melihat manfaat nyata 

dari pajak yang dibayarkan melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, 

pendidikan, dan fasilitas umum lainnya, maka tingkat kepercayaan dan kepatuhan cenderung 

meningkat. 

Hasil kajian memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai sumber 

pembiayaan pembangunan belum tentu menghasilkan kepatuhan secara otomatis. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi 

dan pengetahuan, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Dalam konteks ini, nasionalisme 

berperan sebagai nilai yang mendorong kesadaran individu untuk berkontribusi terhadap 

pembangunan bangsa melalui pembayaran pajak. Temuan ini sejalan dengan konsep tax 

morale yang dikemukakan oleh Torgler (2007), yaitu bahwa kesediaan seseorang untuk 
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membayar pajak dipengaruhi oleh nilai moral, rasa memiliki terhadap negara, dan kepercayaan 

terhadap pemerintah. 

Hubungan antara good governance, pengelolaan pajak daerah, dan nasionalisme bersifat 

saling memperkuat. Implementasi good governance meningkatkan kepercayaan masyarakat, 

pengelolaan pajak yang efektif menunjukkan manfaat nyata bagi publik, sedangkan 

nasionalisme memperkuat motivasi intrinsik wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya 

secara sukarela. Sinergi ketiga aspek tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Temuan ini 

memperluas kajian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek pelayanan atau regulasi 

perpajakan, dengan menunjukkan bahwa faktor nasionalisme juga memiliki peran strategis 

dalam membentuk kepatuhan perpajakan masyarakat. 

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan 

positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Individu yang memahami fungsi pajak sebagai 

sumber pembiayaan pembangunan cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini sejalan dengan Kirchler et al. (2008) yang 

menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dapat meningkatkan tanggung jawab warga negara 

dalam membayar pajak. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan 

perpajakan saja belum cukup untuk menjelaskan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Torgler (2007) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh tax morale, yaitu 

motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab moral 

terhadap negara. 

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini menemukan bahwa nasionalisme berperan 

sebagai faktor yang menjembatani hubungan antara pemahaman perpajakan dan perilaku 

kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan mengenai manfaat pajak tidak selalu menghasilkan 

kepatuhan apabila tidak disertai rasa memiliki terhadap negara dan kepercayaan kepada 

pemerintah. Dalam perspektif tax morale, kepatuhan tidak hanya didorong oleh sanksi atau 

pengawasan, tetapi juga oleh kesadaran bahwa kontribusi pajak merupakan bagian dari 

tanggung jawab sebagai warga negara. Temuan ini mendukung Torgler (2007) yang 

menegaskan bahwa kualitas institusi dan nilai sosial memiliki hubungan erat dengan tingkat 

tax morale masyarakat. 

Kajian ini juga menunjukkan bahwa implementasi good governance memiliki peran 

penting dalam membangun kepercayaan publik yang pada akhirnya memengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. Pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif membuat masyarakat 

lebih mudah melihat manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan. Dalam konteks ini, 
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pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan berbagai program 

kesejahteraan sosial menjadi bentuk konkret redistribusi pajak kepada masyarakat. Ketika 

manfaat tersebut dirasakan secara langsung, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

meningkat dan mendorong munculnya kepatuhan yang bersifat sukarela. Temuan ini sejalan 

dengan penelitian Susanto dan Handayani (2022) yang menunjukkan bahwa kualitas tata kelola 

pemerintahan berpengaruh positif terhadap tax morale dan kepatuhan perpajakan. 

Hasil kajian memperlihatkan bahwa nasionalisme tidak hanya berfungsi sebagai nilai 

ideologis, tetapi juga sebagai faktor psikologis yang memperkuat kesadaran perpajakan. 

Individu yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa cenderung 

memandang pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi sosial, bukan sekadar kewajiban 

administratif. Temuan ini memperluas penelitian sebelumnya yang lebih banyak 

menitikberatkan pada aspek regulasi, sanksi, dan pelayanan publik, dengan menunjukkan 

bahwa faktor kebangsaan memiliki kontribusi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan temuan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara 

pengelolaan pajak daerah, implementasi good governance, dan nasionalisme dalam 

menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Literatur sebelumnya umumnya membahas ketiga aspek 

tersebut secara terpisah, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan 

terbentuk melalui hubungan yang saling memperkuat antara kualitas tata kelola pemerintahan, 

manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat, dan internalisasi nilai-nilai nasionalisme. 

Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam 

menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak serta mendukung upaya 

peningkatan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 

Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh 

kualitas pengelolaan pajak daerah dan implementasi prinsip good governance, tetapi juga oleh 

faktor nasionalisme sebagai pendorong motivasi intrinsik masyarakat. Penerapan good 

governance melalui pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terbukti 

berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang selanjutnya 

berdampak pada meningkatnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, 

kajian ini menemukan bahwa pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak saja belum 

cukup untuk menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan. Diperlukan internalisasi nilai-nilai 

nasionalisme agar masyarakat memandang pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi nyata 

terhadap pembangunan daerah dan negara. 
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Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa nasionalisme berperan sebagai jembatan 

antara pengetahuan perpajakan dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi rasa 

tanggung jawab dan kepedulian terhadap kepentingan bangsa, semakin besar kecenderungan 

masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan 

pajak perlu dilakukan tidak hanya melalui perbaikan sistem administrasi dan pelayanan, tetapi 

juga melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran kebangsaan. Penelitian ini 

memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa sinergi antara good 

governance, pengelolaan pajak daerah yang efektif, dan nasionalisme merupakan faktor 

penting dalam membangun kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan serta mendukung 

pembangunan daerah dan nasional. 
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